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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang di dunia. Dalam
perkembangannya untuk menjadi negara maju, pemerintah Indonesia terus melakukan
pembangunan dan pembenahan di segala bidang, bukan hanya pembangunan infrastruktur
melainkan juga pengembangan sumber daya manusia dari segi pendidikan, kesehatan dan
kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya demi
terwujudnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh wilayah di Indonesia.
Namun untuk mewujudkan pembangunan tersebut tentunya diperlukan dana yang cukup.
Salah satu sumber dana bagi Indonesia berasal dari penerimaan pajak.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak itu sendiri terdiri dari berbagai jenis
diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak Daerah, dan Bea Materai. Masing-masing jenis pajak tersebut memiliki
kontribusi tersendiri bagi penerimaan pajak di Indonesia.

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018) diakses dari
www.kemenkeu.go.id/apbnkita, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Tahun 2018 diketahui bahwa pajak penghasilan menjadi penyumbang terbesar dalam
penerimaan perpajakan dengan persentase sekitar 60% atau Rp 855,13 triliun yang terdiri dari

PPh migas Rp 38,13 triliun dan PPh non migas Rp 817 triliun. Oleh karena itu pajak



penghasilan menjadi salah satu faktor yang penting dalam pendapatan negara Indonesia.
Pajak penghasilan itu sendiri dapat dibedakan kembali menjadi beberapa jenis pajak yaitu
PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26.

Salah satu jenis pajak penghasilan seperti telah disebutkan sebelumnya yaitu PPh
Pasal 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan,
yang dimaksuddengan PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan yang berasal dari pendapatan bunga, deviden, royalti, dan hadiah. yang
dibayarkan oleh subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha
tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri kepada Wajib Pajak badan dalam negeri atau
bentuk usaha tetap. Atas penghasilan tersebut maka akan dikenakan tarif PPh Pasal 23
sebesar 15% dari jumlah bruto yang diterima. Selain itu PPh Pasal 23 juga dikenakan
terhadap penghasilan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta kecuali
sewa atas tanah dan bangunan, dengan dikenakan tarif pajak sebesar 2%.

PPh Pasal 23 wajib dibayarkan oleh pihak pemberi penghasilan selaku pemotong
pajak. Kewajiban untuk membayar PPh Pasal 23 wajib dilakukan oleh pemotong pajak
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian
setelah melakukan pembayaran pajak, pemotong pajak juga wajib melaporkan PPh Pasal 23
dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23. Pelaporan tersebut wajib dilakukan paling
lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Dalam hal ini tidak semua wajib pajak badan mengetahui bahwa selain memiliki
kewajiban perpajakan untuk membayar PPh akhir tahun,wajib pajak badan juga dapat
dikenakan PPh Pasal 23. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, wajib pajak badan juga
sering melakukan transaksi lainnya seperti membayar deviden, sewa menyewa mesin, atau

jasa lainnya yang atas penghasilannya merupakan objek pajak PPh Pasal 23 sehingga dapat



dikenakan pajak. Ketidaktahuan tersebut dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan sanksi
administrasi perpajakan karena dianggap tidak melaporkan penghasilan dan membayar pajak.
Dengan demikian wajib pajak akan mengalami kerugian. Hal ini juga dialami oleh salah satu
klien dari KKP Heri Sutrisno yaitu Yayasan NSM. Yayasan NSM merupakan lembaga yang
bergerak di bidang pendidikan. Pada Januari 2017 Yayasan NSM membeli hak cipta buku
dari salah seorang penulis. Atas buku tersebut, Yayasan NSM membayarkan royalti yang
diangsur selama lima bulan dari Januari-Desember. Namun atas transaksi tersebut Yayasan
NSM tidak membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 sehingga Yayasan NSM memperoleh
Surat Tagihan Pajak dari DJP pada Januari 2018.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul

“Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Royalti (Studi Pada Yayasan NSM)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 atas royalti yang harus dibayar
Yayasan NSM selama tahun 20177
2. Bagaimana penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi Yayasan NSM terkait PPh

Pasal 23 atas royalti pada tahun 20177

1.3 Tujuan Penulisan
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 atas royalti yang harus

dibayar Yayasan NSM selama tahun 2017.



2. Untuk mengetahui penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi Yayasan NSM

terkait PPh Pasal 23 atas royalti pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penulisan

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Penulis
Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan membantu penulis dalam
menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan terutama terkait
dengan kewajiban membayar dan melaporkan PPh Pasal 23.

2. Bagi Yayasan NSM
Diharapkan dapat menjadi bahanevaluasi bagi Yayasan NSM terhadap kegiatan usaha
yang selama ini dilakukan terutama terhadap penghasilan-penghasilan yang telah
diterima yang merupakan objek pajak PPh Pasal 23 maupun objek pajak PPh lainnya
sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

3. Bagi Pembaca
Pembaca dapat menambah informasi mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib
pajak badan bukan hanya membayar pajak penghasilan akhir tahun melainkan juga

terdapat kewajiban lainnya seperti membayar dan melaporkan PPh Pasal 23.

1.5 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja

Lapangan ini adalah sebagai berikut :



BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB I LANDASAN TEORI
Penulis membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik permasalahan yang
akan dibahas dalam laporan ini. Teori tersebut penulis gunakan sebagai dasar dalam mencari

solusi atau pemecahan masalah.

BAB Il GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai profil, struktur organisasi dan deskripsi
tugas dari KKP Heri Sutrisno yang menjadi tempat penulis melaksanakan PKL. Selain itu
penulis juga menguraikan mengenai metode penelitian dan jenis data yang penulis gunakan

dalam menyusun laporan ini.

BAB IV PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan satu persatu mengenai rumusan

masalah yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



